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Abstrak: Pelayanan yang baik mampu memberikan kepuasan kepada pelangganya. Pada dasarnya pelayanan
publik dijalankan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan publik
di Kelurahan Belakang Padang. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui analisis pelayanan publik di
kelurahan belakang padang. Pelayanan adalah tugas utama aparatur Negara sebagai pejabat Negara. Warga Negara
mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan memiliki hak untuk dilindungi. Metode yang digunakan
pada analisis ini ialah metode deskriptif. Analisis ini menggunakan sumber data sekunder, data sekunder ini dari
buku, artikel, jurnal dan sumber yang berkaitan lainnya. Hasil dari analisis ini adalah bahwa pelayanan di
Kelurahan Belakang Padang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Petugasnya memiliki etika yang baik,
ramah dan santun melayani masyarakat, serta informasi yang diberikan jelas sehingga mudah untuk dimengerti.

Kata Kunci: Kelurahan, Pelayanan, masyarakat.

Abstract: Good service is able to provide satisfaction to its customers. Basically, public services are run by the
government in meeting the needs of the community. One of them is public service in the Rear Padang Village. The
purpose of this writing is to find out the analysis of public services in the Rear Padang sub-district. Service is the
main task of the state apparatus as state officials. Citizens have the right to get public services and have the right
to be protected. The method used in this analysis is descriptive method. This analysis uses secondary data sources,
this secondary data is from books, articles, journals and other related sources. The result of this analysis is that
the service in the Rear Village of Padang is quite good in carrying out its duties. The officers have good ethics,
are friendly and polite in serving the community, and the information provided is clear so it is easy to understand.
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PENDAHULUAN

Pelayanan yang baik, pelayanan yang
mampu memberikan kepuasan kepada
pelangganya. Pelayanan yang baik akan
menimbulkan persepsi yang baik juga dari
masyarakat. Namun sebaliknya apabila
pelayanan yang diberikan buruk akan
menyebabkan rendahnya kesadaran
masyarakat akan pelayanan yang diberikan.
Hal ini berdampak menimbulkan kesan
buruk pada pemberi pelayanan. Pelayanan
yang baik diinginkan oleh semua pihak,
tidak hanya orang tetapi semua kelompok
masyarakat. Terutama pada masyarakat di
Kelurahan Belakang Padang.

Pelayanan publik menjadi ukuran
kinerja pemerintah paling terlihat.
Masyarakat bisa menilai secara langsung
kinerja pemerintah berdasarkan kualitas
pelayanan public yang diterima, sebab
kualitas pelayanan publik dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat, dimana
keberhasilam dalam membangun pelayanan
publik ialah perilaku yang professional,
efektif, efisien, bertangnggung jawab
(Wachjudin, 2021). Menimbulkan citra
positif pemerintah dimata masyarakat.

Pelayanan publik (Buchari, 2016)
ialah semua bentuk layanan baik yang
berupa barang ataupun berupa jasa.dan pada
dasarnya pelayanan publik bertanggung
jawab dan dijalankan oleh pemerintah atau
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daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat dan dalam rangka penerapan
peraturan perundang-undangan. Pelayanan
publik juga satu diantara tugas yang penting
dimana tugas tersebut tidak bisa diabaikan
oleh pemerintah. Karena apabila unsur
pelayanan terjadi bahwa hampir dipastikan
keseluruhan daerah yang akan berdampak
pada kemacetan. Oleh karena itu harus
dilakukan perancangan yang baik bahkan
harus mengembangkan  standar pelayanan
masyarakat. Berdasarkan pada kewenangan
yang dilimpahkan kepada pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah.

Bentuk akibat dari pelaksanaan
pemerintahan daerah sendiri, khususnya
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 terkait pemerintahan daerah
(Firmanto, 2019). Yang mana pemerintah
daerah diberikan kekuasaan yang luas oleh
pemerintah pusat untuk mengurus rumah
tangga didaerah itu sendiri tergolong
pemberian layanan masyarakat didaerah
tersebut. Pelayanan kepada masyarakat bisa
dikatakan efektif jika masyarakat
memperoleh pelayanan yang mudah dengan
prosedur yang cepat, akurat serta
memuaskan.pemerintah (Pratama &
Handoko, 2018) juga harus mampu
memberikan pelayanan pada masyarakat
seperti halnya dengan tujuan meningkatkan
efisiensi pelayanan.

Pelayanan kelurahan digolongkan
sebagai pelayanan publik sebab adanya
kepentingan umum. kepentingan umum
dalam masyarakat (Endah, 2020) ialah
tujuan utama dalam pengelolaan pelayanan
publik. Instansi kelurahan harus bisa
menghadapi hambatan yang dihadapi
pemerintah dalam upaya pembangunan.
Instansi kelurahan harus menjamin fungsi
utamanya dengan memberikan pelayanan
yang baik, efisien, dan efektif kepada
masyarakat . sebagai organisasi
pemerintahan yang paling dekat dengan
kelurahan dan berhubungan langsung
dengan masyarakat, merupakan ujung
tombak berhasilnya kelurahan dalam
meningkatkan pelayanan publik

masyarakat, dimana kelurahan ikut serta
langsung dalam penyediaan pelayanan
tersebut. Kelurahan ialah wilayah kerja
lurah sebagai satu kesatuan wilayah
kabupaten/kota dibawah kecamatan
(Muhdin &   Mistar, 2022). Kelurahan
adalah satuan kecamatan yang dikepalai
seorang kepala kelurahan. Pembentukan
kelurahan ditentukan dengan peraturan
daerah. Tujuan dibentuknya kelurahan
untuk meningkatkan kompetensi
pengelolaan secara efekti, efisien, serta
melayani masyarakat berdasarkan tingkat
perkembangan  dan  kemajuan
pembangunan.

METODE

Dalam analisis artikel ilmiah ini ialah
dengan menggunakan metode deskriptif
(Nasution, 2017). Metode deskriptif ialah
suatu proses dalam menyelesaikan masalah
yang diteliti dengan cara mendeskripsikan
kondisi objek ataupun subjek yang
berdasarkan individu, organisasi,
masyarakat yang  terjadi saat ini
berdasarkan fakta. Analisis ini
menggunakan sumber data sekunder. Data
sekunder   ini didapat dari   buku-buku,
artikel, jurnal dan sumber-sumber yang
berkaitan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Publik di Kelurahan
Belakang Padang

adalah tugas utama aparatur Negara
sebagai pejabat Negara. Ini secara jelas
ditegaskan pada Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Warga Negara
memiliki hak untuk memperoleh pelayanan
publik yang berkualitas dari Negara (Dewi,
2014). Warga   Negara mempunyai hak
untuk dilindungi, suara mereka didengar,
nilai-nilai serta  preferensi mereka
dihormati. Pelayanan publik didefinisikan
sebagai penyedia layanan kebutuhan
individu atau masyarakat yang berdasarkan
pada aturan dan prosedur yang ditentukan.
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membangun dan menerapkan tata
pemerintahan yang baik, diantaranya

ialah cara melayani, membantu
mempersiapkan ataupun memenuhi

Salah satu tugas utama pemerintah
ialah memberikan pelayanan public pada
masyarakat. pelayanan public ialah
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
atau swasta untuk mencukupi kebutuhan
ataupun kepentingan masyarakat. ada tiga
alasan mengapa pelayanan publik
merupakan titik strategis untuk memulai

(Budiman et al., 2022):

a. Pelayanan publik ialah bagian penting
dimana Negara yang diwakili oleh
Negara  berinteraksi dengan
masyarakat,  dan keberhasilan
pelayanan publik mendorong tingkat
dukungan yang tinggi terhadap otoritas
publik.

publik.

b. Pelayanan publik ialah tempat dimana
bermacam aspek pemerintahan yang
bersih dan baik bisa dengan mudah
diekspresikan.

c. Pelayanan publik meliputi manfaat dari
semua elemen tata kelola yakni
pemerintah, swasta, masyarakat dan
mekanisme pasar.

Adapun definisi pelayanan publik
menurut Sianipar menyatakan pelayanan

kebutuhan sekelompok orang (Yuniningsih,
2004). Melayani yang dimaksud yaitu
melayani atau membantu mengelola
kebutuhan mereka dari permintaan
dikirimkan hingga dengan penyerahan atau
penerimaan barang.

Berdasarkan Undang-Undang
pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009
(Anedea, 2020) dikatakan bahwa standar
pelayanan merupakan standar pelayanan
yang digunakan sebagai acuan pada
pelayanan juga sebagai standar untuk
menilai kualitas pelayanan kepada
masyarakat dalam konteks yang cepat,
berkualitas, layanannya mudah serta masuk
akal. Tujuan pelayanan untuk mnghasilkan

kepuasan dan pelayanan sesuai dengan
keinginan masyarakat atau pelayanan.
Untuk meraih tujuan tersebut. Tujuan
pemerintah perlulah kualitas pelayanan
yang mencukupi kebutuhan serta keinginan
masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan
tersebut dibedakan menjadi beberapa
kategori, yaitu (Permatasari, 2020):

1. Pelayanan administratif merupakan
layanan ini menyediakan bermacam
bentuk dokumen resmi yang diperlukan
masyarakat. Seperti status
kewarganegaraan, sertifikat
kemampuan, kepemilikan suatu barang
dan juga termasuk dokumen seperti
kartu identitas, kartu keluarga.

2. Pelayanan barang merupakan layanan
yang menciptakan bermacam
jenis/bentuk barang yang digunakan
oleh masyarakat seperti jaringan
telepon, pennyediaan tenaga listris, dan
lainnya.

3. Pelayanan jasa merupakan pelayanan
yang menciptakan bermacam jenis
pelayanan yang diperlukan mayarakat
seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-
lain.

Dalam pelayanan publik di
Kelurahan Belakang Padang ada 10 dimensi
berdasarkan pandangan Parasuraman yang
menentukan kualitas pelayanan. Tetapi
kesepuluh kualitas tersebut dirangkum
kembali menjadi lima, sebagai berikut
(Rianti et al., 2019):

1.   Tangible

Tangible terdiri dari fasilitas,
perlengkapan, personel, dan sarana
komunikasi. Jadi bukti langsung atau
keberadaan adalah asalah satu indicator
yang paling konkrit. Tersedia fasilitas
seperti buku tamu, register surat keluar dan
masuk, register keuangan dan lain-lain.

2. Realibility

Realibility merupakan indicator
yang terkait dengan kemampuan entitas
layanan untuk  memberikan layanan yang
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dijanjikan, termasuk sejauh mana informasi
yang diberikan kepada masyarakat.
Pelayanan di Kantor Lurah Belakang
Padang memberikan informasi kepada
masyarakat dinilai cukup baik.

3.   Responsiveness

Sikap tanggap disini pada saat
memberikan layanan yang dibutuhkan dan
bisa menyelesaikannya dengan cepat.
Ketepatan waktu dari layanan yang
diberikan adalah resspon dari petugas untuk
menyediakan layanan yang diperlukan.
Responsivitas disini adalah hasil dari
penalaran dan refleksi yang ditujukan
kepada masyarakat.

4.   Assurance

Assurance disini meliputi
pengetahuan, potensi, kesopanan, dan
keandalan petugas, bebas dari bahaya, dan
risiko. Jaminan disini adalah upaya
perlindungan yang ditujukan kepada
masyarakat terhadap risiko yang terjadi.

5.   Empathy

Empati terdiri dari kemudahan
hubungan, komunikasi yang efektif, dan
memahami keperluan masyarakat. Empati
adalah kepedulian yang diberikan seseorang
kepada individu dengan menempatkan
dirinya pada posisi masyarakat. Pada sisi
empati, aparatur kelurahan sudah berusaha
menjalin komunikasi yang baik kepada
masyarakat.

Pelayanan yang ada di Kantor
Kelurahan Belakang Padang (Simanjuntak
et al., 2020) cukup baik dalam menjalankan
tugasnya yang sesuai dengan standar
operasional. Petugasnya memiliki etika
yang baik pada saat memberikan pelayanan,
memiliki sikap yang ramah dan santun
kepada masyarakat. Informasi yang
diberikan juga jelas, mudah dimengerti dan
dipahami masyarakat.

Tujuan pelayanan publik adalah
untuk memberikan kepuasan dan pelayanan
sesuai dengan keinginan masyarakat atau
pelayanan (Noor, 2019). Untuk mencapai

tujuan tersebut, tujuan pemerintah haruslah
kualitas pelayanan yang memenuhi
kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik sekurang-kurangnya
memuat kaitan (Purwanti & Suharyadi,
2018) :

- Kesederhanaan berarti prosedur
pelayanan publik tidak berbelit,
mudah dipahami serta dilakukan.

- Kejelasan :
1.   persyaratan teknis dan administrasi

pelayanan public.

2.   satuan kerja yang berwenang dan
bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan

3. informasi tarif dan tata cara
pembayaran layanan public

- ketepatan waktu, ialah pelaksanaan
pelayanan publik harus selesai
dengan  waktu yang ditentukan.

- akurasi, produk pelayanan publik
diterima dengan baik, benar dan sah.

- Keamanan, ialah memberi rasa
aman dan kepastian hokum.

- tanggung jawab, yaitu badan yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab
pemberian pelayanan.

- keutuhan sarana dan prasarana,
ketersediaan sarana dan prasarana,
alat kerja yang sesuai

- kemudahan akses, mudah
dijangkau masyarakat.

- disiplin, sopan santun, petugas harus
memiliki sikap santun saat
melayani.

- kenyamanan, seperti lingkungan
yang bersih, menyediakan tempat
ibadah, dll.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas dipergunakan dalam
menilai atau menentukan seberapa baik
suatu objek sesuai dengan persyaratan atau
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spesifikasinya. Jika persyaratan tersebut
terpenuhi, artinya kualitas barang yang
bersangkutan baik, sebaliknya jika tidak
maka bisa dibilang buruk. Kualitas layanan
bisa diidentifikasi dengan membandingkan
persepsi konsumen terhadap layanan yang
benar-benar mereka terima atau akan terima
dengan layanan yang benar-benar mereka
harapkan (Wachjudin, 2021).

Jika layanan yang diterima
memenuhi harapan, kualitas layanan dinilai
baik, bila layanan yang diperoleh melebihi
harapan konsumen, kualitas layanan dinilai
sangat baik dan bermutu. Sebaliknya bila
pelaynan yang diperoleh lebih lemah dari
yang diharaapkan, maka kualitas pelayanan
dianggap buruk.

Tujuan pelayanan public hakikatnya
ialah untuk memuaskan masyarakat. Untuk
mendapat kepuasan tersebut dibutuhkan
kualitas pelayanan yang prima, sebagai
berikut (Riani, 2021):

1. Transparansi, yaitu layanan yang
sifatnya terbuka, bisa digunakan
oleh semua pihak yang
memerlukan dan diberikan secra
lengkap dan dapat dipahami.

2.  Akuntabilitas, ialah layanan yang
bisa dipertanggung jawabkan yang
berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan.

3. Kondisional, ialah layanan yan
berdasarkan pada keadaan dan
potensi dan penerima pelayanan
dengan memperhatikan prinsip
efektifitas serta efisiensi.

4. Partisipatif, ialah layanan yang bisa
mendorong partisipasi masyarakat
pada  pelaksanaan pelayanan
dengan memerhatikan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat.

5.   Kesamaan hak, ialah layanan yang
tidak membeda-bedakan atas dasar
bentuk yaitu suku, ras, agama,
status sosial dan lainnya.

6.   Keseimbangan hak dan kewajiban,
ialah layanan yang memperhatikan
segi keadilan antata pemberi dan
penerima pelayanan.

Bila dikaitkan dengan administrasi
publik, maka pelayanan merupakan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh badan public
kepada masyarakat. Kata kualitas
mempunyai banyar arti yang berbeda dan
berkisar dari yang konvensional hingga
yang lebih strategis. Definisi kualitas
seringkali mendeskripsikan karakteristik
langsung  dari suatu produk, yaitu (Putri,
2016):

 Kinerja

 Keandalan

 Mudah dalam penggunaan

 Estetika

Selanjutnya Norman  menulis,  jika
ingin  berhasil dalam  memberikan
pelayanan yang berkualitas, terlebih dahulu
harus memahami ciri-ciri pelayanan yaitu
(Ristian & Suranto, 2014):

1. Pelayanan memiliki sifat yang tidak
bisa diraba, pelayanan juga
bertentangan dengan produk jadi.

2. Pelayanan nyatanya terdiri dari
tindakan yang nyata dan merupakan
pengaruh yang sifatnya sosial.

3. Produksi pelayanan tidak bisa
dipisahkan secara nyata, seringkali
peristiwa terjadi bersamaan dan
ditempat yang sama.

Pelayanan publik di Kelurahan
Belakang Padang penting  untuk
mendukung keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan dan membangun kepercayaan
masyarakat  terhadap layanan yang
diberikan oleh aparatur pemerintah di
kelurahan Belakang Padang, tentunya
aparatur pemerintaha harus mengupayakan
hal-hal baru untuk mendukung keberhasilan
pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya,
aparatur pemerintah kelurahan Belakang
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Padang harus memperhatikan kendala-
kendala terkait dengan pelayanan public.

SIMPULAN

Pelayanan adalah tugas utama
aparatur Negara sebagai pejabat negara.
Pada dasarnya pelayanan publik dijalankan
oleh pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan  masyarakat. Salah  satunya
adalah pelayanan publik di Kelurahan
Belakang Padang. Pelayanan publik
didefinisikan sebagai penyedia layanan
kebutuhan individu/masyarakat yang
berdasarkan peraturan yang ditentukan.
adapun bentuk-bentuk pelayanan yang
dibedakan menjadi pelayanan administratif,
yang menyediakan bermacam dokumen
resmi seperti kartu identitas, kartu keluarga.

Pelayanan barang, layanan yang
menghasilkan bermacam jenis barang yang
digunakan seperti jaringan telepon.
Pelayanan jasa, pelayanan yang
menciptakan berbagai jenis pelayanan yang
diperlukan masyarakat seperti pendidikan.

Ada lima dimensi yang menentukan
kualitas pelayanan diantaranya tangible,
realibility, responsiveness, assurance, dan
empati. pelayanan di Kelurahan Belakang
Padang cukup baik dalam menjalankan
tugasnya. Petugasnya memiliki etika yang
baik, ramah dan santun melayani
masyarakat, serta informasi yang diberikan
jelas sehingga mudah untuk dimengerti.
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